
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR : 188.45/164/436.1.2/2009                  

 
TENTANG 

 
PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

 KOTA SURABAYA 
 

WALIKOTA SURABAYA 
 
 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, telah ditetapkan Keputusan Walikota 
Surabaya Nomor 188.45/108/436.1.2/2008 tentang Panitia 
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Surabaya. 
 

 b. Bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi di 
lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Walikota 
Surabaya Nomor 188.45/108/436.1.2/2008 sebagaimana 
dimaksud  dalam huruf a perlu ditinjau kembali. 
 

  
c. 

 
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan 
Walikota Surabaya tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk 
Kepentingan Umum Kota Surabaya. 

   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan  Daerah Istimewa 
Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 
 

   
2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok –pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 

   
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang 

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau 
Kuasanya; 

   
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan 
Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya; 

4. 

  
5. 

 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 
 

 6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 

  
7. 

 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum; 

   
8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 

Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme 
Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang 
Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota; 

   
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 
untuk Kepentingan umum; 

  
10. 

 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

 



MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan :  
 
KESATU :

 
Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 
Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana 
dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini. 

 
KEDUA :

 
Rincian tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
Kesatu adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk Kepentingan umum. 

 
KETIGA :

 
Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka 
Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/108/436.1.2/2008 
tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 
Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
KEEMPAT :

 
Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.        
 

 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 
 

        WALIKOTA SURABAYA 
 
 
 
 
 
               BAMBANG DWI HARTONO 
 
 
 
 
Tembusan Yth: 
1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya: 
2. Sdr. para anggota Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 
Kota Surabaya 



LAMPIRAN KEPUTUSAN 
WALIKOTA SURABAYA 

                                                                  NOMOR    :    
  
                                                                  TANGGAL :  
 

 
SUSUNAN KEANGGOTAAN 

PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
KOTA SURABAYA 

 
 

NO KETERANGAN JABATAN KEDUDUKAN DALAM 
PANITIA 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 
 

8. 
 

9. 
 

Sekretaris Daerah Kota Surabaya 
 
 
Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah 
Kota Surabaya 
 
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 
 
 
Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi 
Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya 
 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina 
Marga dan Pematusan Kota Surabaya 
 
Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya 
 
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 
Kota Surabaya 
 
Camat Setempat 
 
Lurah Setempat 

Ketua 
merangkap Anggota 

 
Wakil Ketua 

merangkap Anggota 
 

Sekretaris 
merangkap Anggota 

 
Anggota 

 
 

Anggota 
 
 

Anggota 
 

Anggota 
 
 

Anggota 
 

Anggota 

 
 

  WALIKOTA SURABAYA 
 
 
 
 
 
      BAMBANG DWI HARTONO 

 
 
 


